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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Gambaran Umum 
 

Pada awalnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Cirebon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon 

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran 

Kabupaten Cirebon. Kemudian pada tahun 2021 ada perubahan SOTK 

pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu melalui Peraturan 

Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, yang 

kemudian dilengkapi dengan Peraturan Bupati Cirebon No.32 Tahun 2022 

tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Cirebon. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, yang mempunyai tugas 

dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan 

mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. 

 Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum 

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas 

yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 

penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk 

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

 Berkenaan dengan hal tersebut arah pembangunan Kabupaten 

Cirebon yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun 

kemasyarakatan senantiasa menyesuaikan dengan kebijaksanaan yang 

telah digariskan dalam Propenas dengan tetap mengutamakan 

kepentingan atau aspirasi masyarakat di daerah.  
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 Dalam mengimplementasikan hal dimaksud, arah pembangunan 

Pemerintah Kabupaten Cirebon telah dituangkan ke dalam bentuk Rencana 

Pembangunan Daerah yang spesifikasinya dijabarkan ke dalam bentuk 

rencana strategis, sebagai bahan pertanggungjawaban eksekutif kepada 

legislatif atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di bawah koordinasi 

Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. 

a. KEPEGAWAIAN  

1) Komposisi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Cirebon 

Tabel 1:  

Komposisi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon 

Komposisi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Cirebon 

No Unit kerja PNS Honorer Jumlah 

1. Kepala Pelaksana 1 - 1 

2. Sekretaris 8 12 20 

3. 
Bidang Kedaruratan dan 
Logistik 

5 29 34 

4. 
Bidang Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi 

4 2 6 

5. 
Bidang Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 

4 2 6 

JUMLAH 22 45 67 

 

2) Jumlah Pegawai BPBD Berdasarkan Golongan 

Tabel 2: Jumlah Pegawai BPBD Berdasarkan Golongan 

No. Golongan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Gol. IV/e 

Gol. IV/d 

Gol. IV/c 

Gol. IV/b 

Gol. IV/a 

Gol. III /d 

Gol. III /c 

Gol. III /b 

- 

- 

- 

1 

1 

3 

3 

3 

- 

- 

- 

- 

3 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

1 

4 

3 

4 

3 
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9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Gol. III /a 

Gol. II/d 

Gol. II/c 

Gol. II/b 

Gol. II/a 

Gol. I/d 

Gol. I/c 

Gol. I/b 

Gol. I/a 

- 

3 

2 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

2 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

 
JUMLAH TOTAL 19 4 22 

 

3) Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 

Tabel 3: Jumlah Pegawai Bedasarkan Pendidikan 

Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 

No Status Kepegawaian Jumlah Pegawai 

1. PNS 

 Strata 3 (S-3) berjumlah : 1 

 Strata 2 (S-2) berjumlah : 1 

 Strata 1 (S-1) berjumlah : 7 

 Diploma IV berjumlah : - 

 Diploma III berjumlah : - 

 Diploma II berjumlah : - 

 Diploma I berjumlah : - 

 SMA / Sederajat berjumlah : 7 

 SMP / Sederajat berjumlah : - 

 SD / Sederajat berjumlah : - 

2. Honorer 

 Strata 2 (S-2) berjumlah : - 

 Strata 1 (S-1) berjumlah : 23 

 Diploma IV berjumlah : - 

 Diploma III berjumlah : 2 

 Diploma II berjumlah : - 

 Diploma I berjumlah : - 

 SMA / Sederajat berjumlah : 18 

 SMP / Sederajat berjumlah : 3 

 SD / Sederajat berjumlah : - 
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Gambar 1: Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Cirebon 

 Sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon No.32 Tahun 2022 tentang 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Cirebon, maka dapat dilihat bagan struktur organisasi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon seperti gambar di 

bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Isu Strategis  
 

Merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau 

belum dapat diselesaikan dan memiliki dampak dalam jangka waktu 

tertentu bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu 

diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis tersebut adalah : 

1. Kurangnya  pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan tata 

cara menghadapi bencana; 
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2. Penanganan bencana yang rutin terjadi di wilayah- wilayah tertentu 

seperti banjir, tanah longsor, gerakan tanah, angin puting beliung , 

dan kekeringan; 

 

C. Tugas Pokok dan Fungsi  

 
Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon No. 32 Tahun 2022 

tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Cirebon, bahwa Tugas Pokok Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Cirebon adalah : 

“Melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang 

bencana dan sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan ”  

 
 

D. Dasar Hukum  

 

Dasar Hukum pelaksanaan penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan 

Bnecana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 yaitu:  

1. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah;  

2. Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana; 

3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara 

5. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan 

7. Peraturan Pemerintah Nomor  8 tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

8. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah 

9. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman 

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

http://www.lakip.do.am/peraturan/UU_1_2004_Perbendaharaan20Negara.pdf
http://www.lakip.do.am/peraturan/UU_1_2004_Perbendaharaan20Negara.pdf
http://www.lakip.do.am/peraturan/PP_24_2005_SAP.pdf
http://www.lakip.do.am/peraturan/PP_24_2005_SAP.pdf
http://www.lakip.do.am/peraturan/PP_8_2006_Pelaporan_Keuangan_dan_Kinerja_Instansi_.pdf
http://www.lakip.do.am/peraturan/PP_8_2006_Pelaporan_Keuangan_dan_Kinerja_Instansi_.pdf
http://www.lakip.do.am/peraturan/Inpres_7-1999_AKIP.pdf
http://www.lakip.do.am/peraturan/Inpres_7-1999_AKIP.pdf
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10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 

239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan 

Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 

11. Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 

Pemberantasan Korupsi 

12. Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang 

Penetapan Kinerja. 

13. KepMenPAN No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum 

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. 

14. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 

tanggal 31 mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan 

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian 

Negara Republik Indonesia, 

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/01/M.PAN/01/ 2009 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Negara Pendayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi 

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010. 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon 

Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon 

19. Peraturan Bupati Cirebon No.32 Tahun 2022 tentang Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Cirebon. 

 

 

 



7 
 

E. Sistematika Penyajian 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun berdasarkan  deskripsi 

mengenai pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Cirebon selama Tahun 2021. Capaian kinerja (performance 

result) 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi, analisis 

atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan 

diidentifikasikannya sejumlah kesenjangan kinerja (performance gap) bagi 

perbaikan kinerja di masa datang dengan pola pikir seperti itu. 

Adapun Sistematika Penyajian adalah sebagai berikut: 

Ringkasan Eksekutif 

Daftar Isi 

Bab I Pendahuluan 

Bab II Perencanaan Kinerja 

Bab III Akuntabilitas Kinerja 

Bab IV Penutup 

Lampiran-lampiran 
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BAB II 
PERENCANAAN   KINERJA 

 

A. Rencana Strategis 
 

 Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Cirebon mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta 

pencapaian tujuan dan sasaran yang akan diuraikan dalam bab ini. 

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2022 akan dijelaskan 

dalam rencana kinerja (performance plan) 2022. 

 

1.  Visi 
 

Visi adalah gambaran / cita-cita masa depan yang dipilih dan hendak 

diwujudkan pada suatu saat yang ditentukan. Oleh karena itu visi juga 

merupakan suatu masa depan yang ingin diciptakan oleh sebuah 

organisasi atau badan yang dijelaskan pada masa sekarang seperti apabila 

gambaran tersebut terwujud pada saat ini sehingga visi dapat memberikan 

petunjuk ke arah mana kita menuju seperti apa keadaan yang kita menuju 

dan seperti apa keadaan yang kita jumpai ketika suatu saat kita tiba di 

sana. 

Sebagai suatu badan yang menangani masalah Penanggulangan 

Bencana Daerah yang senantiasa dipengaruhi oleh banyak faktor dan 

lingkungan yang bersifat strategik yaitu kondisi dan situasi yang serba 

berubah dengan cepat maka keberadaan BPBD Kabupaten Cirebon 

merupakan salah satu komponen penting bagi pemerintah Kabupaten 

Cirebon untuk menjawab sekaligus bertindak cepat, tepat, efektif dan 

efisien terhadap Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat. 

Untuk itu guna mencapai maksud dan sebagai gambaran masa 

depan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabup 

aten Cirebon mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-

2024 yaitu : 

“Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, 

Agamis, Maju dan Aman” 
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2. Misi 
 

Untuk mewujudkan Visi yang telah menjadi komitmen bersama, 

maka perlu disusun suatu misi yang harus direncanakan agar apa yang 

akan dicapai dapat terwujud dengan baik dan sebagai pedoman dalam 

membentuk misi sebagai berikut : 

Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan, maka berdasarkan hasil 

rumusan ditentukan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Cirebon yang mengacu pada misi pembangunan daerah adalah 

misi kelima yaitu  : 

“Memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan 

kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas 

nasional” 

 

3. Maksud dan Tujuan 
 

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2022 

tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Cirebon, bahwa Tugas Pokok Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Cirebon adalah : 

“ Melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang 

bencana dan sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan ” 

Adapun Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut : 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial ; 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 

bidang sosial; 

3. Pembinaan dan pelaksaan tugas bidang pengembangan dan 

pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat, pemulihan sosial, 

bantuan perlindungan sosial dan penanggulangan bencana; 

4. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas; 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 
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4. Sasaran dan Indikator Kinerja serta Cara Mencapainya 
 
 

Tabel 4: Sasaran Kinerja 

SASARAN INDIKATOR KINERJA 

Menurunnya Indeks Risiko Bencana Indeks Risiko Bencana 

 

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 
 

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Cirebon mencakup 2 (dua) Program, 11 (sebelas) Kegiatan , 

dan 32 Sub Kegiatan yang terdiri dari, 1 (satu) Program, 4 (empat) 

Kegiatan, dan 11 (sebelas) Sub Kegiatan urusan Wajib, dan 1 (satu) 

Program, 7 (tujuh) Kegiatan, dan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan non 

urusan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 dengan mengacu pada 

Rencana Kerja (Renja). Sasaran dalam Perjanjian Kinerja disajikan 

bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai 

strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam 

komponen sasaran ditetapkan kelompok indikator kinerja dan targetnya. 

Pada komponen program disajikan pula anggarannya (Perjanjian Kinerja 

Terlampir).  
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA  

 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban dari perorangan, badan 

hukum atau pimpinan kolektif untuk menjawab secara transparan 

mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi 

organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan 

akuntabilitas/pemberi amanah. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon 

melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Cirebon yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres 

Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomhor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja ,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat 

pencapaian sasaran dan Program/kegiatan serta indikator makro baik 

keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan 

pada tahun 2022. 

 

A. Kerangka Pengukuran 
 

Pengukuran pencapaian sasaran dan kinerja kegiatan dilakukan 

dengan menggunakan indikator kinerja sasaran dan kegiatan.  

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja ini merupakan suatu yang 

akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai 

atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap 

pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai dan berfungsi.  

 Selama ini indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa 

kinerja organisasi menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah dibahas pada 

bab sebelumnya.  
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 Kelompok Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja 

input (masukan), indikator output (keluaran) dan indikator outcome 

(hasil).  

Indikator masukan (input), adalah segala besaran yang menunjukan 

upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran. 

Indikator masukan ini berupa dana, dengan satuan rupiah dan tenaga 

kerja dengan satuan orang.  

Indikator Keluaran (output), adalah segala sesuatu yang diharapkan 

langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non 

fisik. Indikator keluaran yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis 

sasaran yang ditetapkan, seperti jumlah pedoman yang dihasilkan, jumlah 

asisten dan sosialisasi yang dilakukan, laporan hasil evaluasi yang 

diterbitkan dan sebagainya.  

Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka satu tahun. Indikator 

outcome yang digunakan juga bervariasi, seperti tingkat keahlian pegawai, 

pemanfaatan modul dan jumlah unit yang telah menerapkan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan baik.  

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan cara 

membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja sasaran, dan 

membandingkan masing-masing target indikator kinerja kegiatan (input, 

output, outcome) dengan realisasinya, sehingga diperoleh angka capaian 

kinerja, melalui penggunaan rumus sebagai berikut : 

Capaian Kinerja (%)  =    Realisasi   X  100% 

          Target 

Pengukuran Kinerja Sasaran tersebut selanjutnya dituangkan ke 

dalam Formulir Pengukuran Kinerja sebagai lampiran LAKIP, yang akan 

dijadikan dasar untuk menguraikan capaian kinerja sasaran, evaluasi dan 

analisis capaiannya sebagai lampiran LAKIP yang akan dijadikan dasar 

untuk menguraikan capaian kinerja kegiatan, evaluasi dan analisisnya. 

Selanjutnya atas pengukuran kinerja  sasaran dilakukan evaluasi 

dan analisis dengan memberikan pengungkapan lebih lanjut atas target, 

realisasi dan pencapaian kinerja untuk setiap indikator kinerja yang 

menjadi pengukur kinerja sasaran. 
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Evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran dinilai dengan skala 

pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan assumsi sebagai 

berikut : 

-  100 keatas          =  Target Tercapai 

    -  Dibawah 100       =  Target Tidak Tercapai 

Evaluasi dan analisis kinerja lebih difokuskan pada pencapaian kinerja 

yang bernilai > 100 % dijelaskan Penyebab dan solusi dan strategi 

pemecahan masalahnya. 

 

B.  Analisis atas Pencapaian Sasaran 
 

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah 

ditetapkan oleh BPBD dilakukan dengan membandingkan antara target 

kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran 

keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPBD beserta target dan 

capaian realisasinya dirinci sebagai berikut: Secara umum, Badan 

Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon telah dapat melaksanakan 

tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 1 (satu) 

sasaran dan 1 (satu) indikator yang ditetapkan dengan hasil sebagai 

berikut : 

 

Tabel 5: Capaian Sasaran 

CAPAIAN SASARAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  

KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 

 

No. SASARAN 
Cara 

Perhitungan 
Target Satuan  

 

Realisasi Capaian 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Indeks Risiko 
Bencana  

R= H x V  
    C 155,80 Point 155,80 100% 

 

Keberhasilan Pencapaian Kinerja dalam Sasaran Indeks Risiko 

Bencana adalah 155,80 poin, dan telah berhasil mencapai target selama 

satu tahun. Pencapaian keberhasilan kinerja ini didukung dengan adanya 

program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022, yang detail 

penjabarannya akan dibahas pada bab selanjutnya. 

Penetapan indikator sasaran strategis BPBD berupa Indeks Risiko 

Bencana, yang dalam Penanggulangan Bencana merupakan gambaran 

core bisnis BPBD sebagai instansi yang memiliki tugas pokok 
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Gambar 3.1 Aspek Management Penanggulangan Bencana Gambar 2. Aspek Management Penanggulangan Bencana 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi 

dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan 

perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana. Dengan kata lain, 

BPBD merupakan instansi pemerintahan yang memiliki tanggung jawab 

dalam melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan penanggulangan 

bencana di Kabupaten Cirebon. Penyelenggaraan penanggulangan bencana 

sendiri dimaknai sebagai serangkaian upaya yang meliputi penetapan 

kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan 

pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Terdapat 4 

(empat) aspek yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan management 

penanggulangan bencana, yaitu aspek pemulihan, aspek pencegahan dan 

mitigasi, aspek kesiapsiagaan, dan aspek tanggap darurat. Ke-empat 

aspek ini saling terhubung sebagaimana ditampilkan dalam gambar 

dibawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empat aspek managemen penanggulangan bencana inilah yang 

kemudian diintegrasikan kedalam indikator sasaran BPBD Kabupaten 

Cirebon. Ke empat aspek yang dijadikan dasar acuan sasaran strategis ini 

merupakan tolok ukur yang harus diraih dalam melaksanakan pelayanan 

penanggulangan bencana, baik pra, saat dan pasca bencana yang 

diintegrasikan dalam sasaran pengurangan indeks risiko bencana.  

Upaya penanggulangan bencana terus dikembangkan baik melalui mitigasi 

struktural maupun non struktural. Upaya mitigasi struktural diwujudkan 

melalui penguatan instansi pemerintah penanggulangan bencana, upaya 

yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kelembagaan BPBD 
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Kabupaten Cirebon dari tipe B ke Klasifikasi A, ini dilakukan untuk 

mempermudah koordinasi antar lembaga di lingkup Pemerintahan 

Kabupaten Cirebon, mengingat dinas-dinas teknis terkait penanggulangan 

bencana memiliki level yang cukup baik, dengan status kantor bertipe A. 

Sedangkan upaya mitigasi non-struktural diwujudkan dalam 

pengembangan kapasitas masyarakat/komunitas melalui PRBBK 

(Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas), kegiatan yang 

dilakukan dalam mitigasi non-struktural ini adalah pembentukan desa 

tangguh bencana di desa-desa rawan bencana di Kabupaten Cirebon. 

Bagaimanapun pihak pertama dan secara langsung berhadapan 

dengan bencana adalah masyarakat. Oleh karena itu BPBD Kabupaten 

Cirebon mencoba mengembangkan program pengurangan risiko bencana 

berbasis komunitas, dan salah satu strategi yang digunakan untuk 

mewujudkannya adalah melalui pengembangan Desa yang tangguh 

terhadap bencana atau lebih dikenal dengan Desa Tangguh Bencana 

(Destana). Desa Tangguh Bencana adalah sebuah desa mandiri yang 

diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman dan 

risiko bencana di wilayahnya serta mampu mengorganisir sumber daya 

masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan 

kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan 

dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya 

pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan 

kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat. 
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C. Akuntabilitas Keuangan 

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Cirebon.  

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2022 sesuai 

dengan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003. 

Adapun anggaran dan penggunaan dana untuk masing-masing 

sasaran strategis terdapat dalam tabel berikut: 

Tabel 6: Target Realisasi Program 

No Program 
Target Realisasi 

% 
Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran 

1 

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

100% 5.984.977.100  4.684.423.815 78,27 

2 

Program 

Penanggulangan 

Bencana 

100% 3.246.638.300 

 

3.149.070.000 96,99 

 

Untuk pelaksanaan urusan yang melekat pada Perangkat Daerah 

(non urusan) pada Tahun Anggaran 2022 memiliki Anggaran sebesar Rp. 

5.984.977.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.684.423.815,- dengan sisa 

sebesar Rp. 1.300.553.285,- atau tercapai sebesar 78,27%. Sementara 

fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penanggulangan 

bencana pada Tahun 2022 memiliki anggaran sebesar Rp. 3.246.638.300,- 

dan terealisasi sebesar Rp. 3.149.070.000,- sisa sebesar Rp. 97.568.300,- 

atau tercapai sebesar 92,29%.  

Penjabaran rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang 

mendukung pelaksanaan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Cirebon Pada tahun 2022 akan dijabarkan secara 

terperinci mulai dari Programnya, Kegiatannya dan Sub Kegiatannya,  

pada uraian berikut di bawah ini:  
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1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota  

Program ini dilaksanakan melalui 7 (Tujuh) kegiatan dengan 

alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp. 5.984.977.100,- dan 

terealisasi sebesar Rp. 4.684.423.815,- atau 78,27%. Rincian kegiatan 

yang mendukung pelaksanaan program ini: 

 

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

Tabel 7: 

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  

Kinerja 

Target Realisasi % 

2 BA 2 BA 100% 

Keuangan 

Target Realisasi % 

31.813.100 31.813.100 100% 

  

Kegiatan ini merupakan ruh yang memang mendukung seluruh 

proses kerja di BPBD Kabupaten Cirebon untuk menunjang kinerja 

perangkat daerah. Ada dua sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 

2022 yaitu: 

Tabel 8: Sub Kegiatan 

Sub Kegiatan 

Target 

Keuangan 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Target 

Kinerja 

(%) 

Realisasi 

Kinerja 

(%) 

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah 

24.565.100 24.565.100 2 Dok 100 

Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 
7.248.000 7.248.000 2 Dok 100 

 

Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

di atas merupakan kegiatan dalam penyusunan dokumen Renstra, Renja, 

RKA dan DPA. Sedangkan untuk sub kegiatan Evaluasi Kinerja perangkat 

daerah dilaksanakan sebagai sub kegiatan dalam penyusunan LPPD, LKPJ 

dan LAKIP. Kedua Sub kegiatan tersebut dapat di raih dengan baik dengan 

realisasi kinerja mencapai 100 persen.  
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b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

 
Tabel 9: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Kinerja 

Target Realisasi % 

2 BA 2 BA 100% 

Keuangan 

Target Realisasi % 

3.844.264.800 3.589.026.465 93,36% 

 

Kegiatan Keuangan Perangkat Daerah adalah satu kegiatan yang 

didalamnya terdapat sub kegiatan mengenai gaji pegawai dan laporan 

keuangan semeteran dan akhir tahun, kegiatan ini mendukung dalam 

proses pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun BPBD Kabupaten 

Cirebon, dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 10: Sub Kegiatan 

Sub Kegiatan 

Target 

Keuangan 

(Rp) 

Realisasi (Rp) 

Target 

Kinerja 

(%) 

Realisasi 

Kinerja 

(%) 

Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 
3.827.982.400  3.572.744.065  100  93,33 

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun 

SKPD 

8.474.000  8.474.000  100 100 

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan 

/Triwulan/ Semesteran 

SKPD 

7.808.400  7.808.400  100 100 

 

Sub kegiatan dalam kegiatan ini rata-rata mencapai angka 100%, 

hanya sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN saja yang tidak 

terealisasi sampai dengan 100%, dikarenakan ada pejabat yang pensiun 

dan staff yang beralih tugas ke tempat lain. Sedangkan untuk dua sub 

kegiatan lainnya dapat dilaksanakan secara maksimal. Ketiga sub kegiatan 

di atas dalam pencapaian nya dapat dinyatakan baik, karena rata-rata dari 

sub kegiatan tersebut melebihi angka 95% tepat nya adalah 97,78%.   
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c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

 

Tabel 11: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

Kinerja 

Target Realisasi % 

80 Stel 80 Stel 100% 

Keuangan 

Target Realisasi % 

33.440.000 33.440.000 100% 

 

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah di dalamnya 

mengandung sub kegiatan penyediaan pakaian dinas beserta atributnya, 

sub kegiatan ini dilaksanakan sebagai penunjang disiplin aparatur yang 

diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas pelayanan 

Penanggulangan Bencana di Kabupaten Cirebon. Dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 12: Sub Kegiatan 

Sub Kegiatan 

Target 

Keuangan 

(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

Target 
Kinerja 

(%) 

Realisasi 
Kinerja 

(%) 

Pengadaan Pakaian 

Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

33.440.000 33.440.000 100 100 

  

Baik serapan anggaran maupun target kinerja pada sub kegiatan ini 

dapat dilaksanakan dengan baik. 

   

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

 

Tabel 13: Administrasi umum Perangkat Daerah 

Kinerja 

Target Realisasi % 

2 BA 2 BA 100% 

Keuangan 

Target Realisasi % 

502.669.900 484.476.300 96,38% 
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Uraian kegiatan ini adalah pengadaan sarana prasarana untuk 

mendukung kegiatan kantor dan juga kegiatan penanganan bencana di 

Kabupaten Cirebon, rincian uraian sub kegiatannya dapat di lihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 14: Sub Kegiatan 

Sub Kegiatan 

Target 

Keuangan 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

Target 

Kinerja 
(%) 

Realisasi 

Kinerja 
(%) 

Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/ 

Penerangan Bangunan 
Kantor 

15.159.600 15.159.600 100 100 

Penyediaan Peralatan 

dan Perlengkapan 
Kantor 

115.033.000 115.033.000 100 100 

Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 

6.085.000 6.085.000 100 100 

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

14.216.600 14.215.700 100 100 

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 
Penggandaan 

21.591.200 21.591.200 100 100 

Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan 

22.500.000 22.500.000 100 100 

Penyediaan Bahan/ 
Material 

41.017.000 41.017.000 100 100 

Fasilitas Kunjungan 
Tamu 

6.900.000 6.551.000 94,94 94,94 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

247.857.500 232.913.800 93,97 93,97 

Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

12.310.000 9.410.000 76,44 76,44 

 

Dari semua sub kegiatan di atas hampir rata-rata semuanya tercapai 

dengan baik, ini dapat dilihat dari rata-rata angka capaian kegiatan pada 

masing-masing sub kegiatan yang bernilai 90% keatas dan masih 

termasuk kedalam capaian yang baik, namun pada sub kegiatan 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang hanya mencapai realisasi 

sebesar 76,44%, alasan sub kegiatan tersebut tidak tercapai dikarenakan 

ada beberapa barang-barang untuk keperluan arsip yang tidak 

dibelanjakan, mengingat terbatasnya ruangan di Kantor BPBD Kabupaten 

Cirebon yang masih kurang memadai, namun kegiatan untuk 

penatausahaan arsip ini masih dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. 
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e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

Tabel 15: Kegiatan Pengadaan BMD 

Kinerja 

Target Realisasi % 

1 BA 1 BA 100% 

Keuangan 

Target Realisasi % 

190.639.200 189.702.700 99,51% 

 

Dalam kegiatan ini BPBD Kabupaten Cirebon melaksanakan 

pengadaan kendaraan bermotor untuk menunjang kegiatan pelayanan 

penanganan bencana di Kabupaten Cirebon, dan pengadaan mebeleur, 

Kenapa tidak sampai 100% karena dalam pengadaan ini, honorarium 

Pejabat pengadaan barang/jasa tidak diserap dikarenakan pegawai ASN 

tidak diperbolehkan menerima honorarium tersebut, detail sub kegiatan 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 
Tabel 16: Sub Kegiatan Pengadaan BMD 

Sub Kegiatan 

Target 

Keuangan 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

Target 

Kinerja 
(%) 

Realisasi 

Kinerja 
(%) 

Pengadaan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 

Lapangan 

149.121.500 148.485.000 99,57 99,57 

Pengadaan Mebel 41.517.700 41.217.700 99,28 99,28 

 

Pengadaan kendaraan opersional dan pengadaan mebel rata-rata 

hampir mencapai angka 100% dan dapat dikatakan tercapai dengan baik. 

 

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
 

Tabel 17: 

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kinerja 

Target Realisasi % 

3 Rekening 1 Rekening 100% 

Keuangan 

Target Realisasi % 

60.806.800 25.127.550 41,32% 
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Dalam kegiatan ini terdapat urusan wajib dasar yang harus dipenuhi 

dalam sebuah perkantoran, diantaranya belanja listrik, air, telepon, dan 

belanja-belanja penunjang kebutuhan kantor. Sub kegiatan dapat dilihat 

dari tabel di bawah ini: 

 

Tabel 18: 

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Sub Kegiatan 

Target 

Keuangan 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Target 

Kinerja 

(%) 

Realisasi 

Kinerja 

(%) 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

39.729.600 4.050.350 10,19 10,19 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor 

21.077.200 21.077.200 
Rp                      

- 
100,00 

 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik hanya 

tercapai sekitar 10,19% saja, tapi ini tidak mengganggu pencapaian 

kinerja BPBD Kabupaten Cirebon, dikarenakan BPBD masih satu gedung 

dengan BKAD Kabupaten Cirebon, maka pemenuhan kebutuhan listrik dan 

air masih satu rekening dengan Kantor BKAD Kabupaten Cirebon, jadi 

pemenuhan kebutuhan listrik dan air tersebut dipenuhi dari anggaran 

Kantor BKAD Kabupaten Cirebon. Sedangkan untuk sub kegiatan 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tidak ada masalah dan terserap 

secara maksimal. 

 

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Tabel 19: Kegiatan Pemeliharaan BMD 

Kinerja 

Target Realisasi % 

1 BA 1 BA 100% 

Keuangan 

Target Realisasi % 

1.321.343.300 330.837.700 25,04% 
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Dalam kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah memiliki 3 sub kegiatan tentang 

pemeliharaan, secara detail dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 20: Sub Kegiatan Pemeliharaan BMD 

Sub Kegiatan 

Target 

Keuangan 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Target 

Kinerja 

(%) 

Realisasi 

Kinerja 

(%) 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, 

dan Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan 

138.517.300 129.876.800 93,76 93,76 

Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 
60.540.000 60.540.000 100 100 

Pemeliharaan/Rehabilit

asi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

1.122.286.000 140.420.900 12,51 12,51 

 

Dari ketiga sub kegiatan di atas yang paling rendah pencapaiannya 

adalah pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya, alasan kenapa sub kegiatan ini hanya tercapai 12,51% 

adalah disebabkan proses pemeliharaan untuk renovasi gedung eks 

arjawinangun tidak jadi dilaksanakan, dikarenakan pada saat hendak 

diproses posisi gedung tersebut masih bermasalah dalam kepemilikan 

asetnya, apakah termasuk aset pemda atau masih milik pemerintah desa 

tersebut, sehingga proses renovasi gedung yang rencananya akan 

dijadikan gudang logistik se wilayah tiga tidak jadi dilaksanakan, inilah 

yang menyebabkan anggaran tersebut tidak dapat diserap secara 

maksimal. Sedangkan untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan alasan terserap 93,76% adalah karena adanya kenaikan 

BBM pada tahun 2022 dan selisih pembayaran pajak antara standar harga 

dengan riil pembayarannya, karena distandar harga, anggaran yang 

digunakan untuk pembayaran pajak sudah termasuk untuk pembayaran 

perpanjangan STNK 5 (Lima) tahunan. 
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2. Program Penanggulangan Bencana 

Anggaran yang dialokasikan untuk Program Penanggulangan 

Bencana pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.246.638.300,- dan 

anggaran yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 

3.149.070.000,- jadi sisa anggaran pada Program Penanggulangan 

Bencana pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 97.568.300,- atau tercapai 

sebesar 92,29%. Rincian kegiatan yang mendukung pelaksanaan program 

ini akan diurai melalui tabel-tabel berikut di bawah ini: 

 

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 

 

Tabel 21: 

Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 

Kinerja 

Target Realisasi % 

2 BA 2 BA 100% 

Keuangan 

Target Realisasi % 

409.575.200 402.832.200 98,35% 

 

Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten Kota ini 

memiliki dua Sub Kegiatan yaitu: 

 

Tabel 22: Sub Kegiatan KRB dan KIE 

Sub Kegiatan 

Target 

Keuangan 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Target 
Kinerja 

(%) 

Realisasi 
Kinerja 

(%) 

Penyusunan Kajian 

Risiko Bencana 
Kabupaten/ Kota 

289.793.000 283.050.000 100 97.67 

Sosialisasi, 
Komunikasi, Informasi 
dan Edukasi (KIE) 

Rawan Bencana 
Kabupaten/ Kota (Per 

Jenis Bencana) 

119.782.200 119.782.200 100 100 

 

Dua sub kegiatan di atas termasuk kedalam Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) penanggulangan bencana, dan dalam pelaksanaan nya 

dapat tercapai dengan baik. Target dari sub kegiatan Penyusunan Kajian 
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Risiko Bencana Kabupaten/ Kota adalah menyusun Dokumen Kajian Risiko 

Bencana (KRB) kajian ini memuat daerah-daerah rawan bencana dan 

memetakan daerah-daerah rawan bencana di Kabupaten Cirebon. 

Penyusunan KRB ini melibatkan berbagai unsur seperti, pemerintah, 

swasta, masyarakat, media dan akademisi. Dalam penyusunannya 

menggunakan pihak ke-3 dari unsur akademisi. Terkait capaiannya yang 

tidak mencapai 100% dikarenakan adanya keringanan harga yang 

diberikan oleh pihak ke-3, namun secara nilai peraihan yang mencapai 

angka 97.67% dapat dinyatakan bahwa realisasi kinerja sub kegiatan 

tersebut dapat dikatakan tercapai dan dikategorikan baik. 

Sedangkan untuk Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi 

dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana), 

pada tahun 2022 yang dilaksanakan adalah dengan membentuk Satuan 

Pendidikan Aman Bencana (SPAB) tingkat SMP di 6 (enam) Sekolah di 

Kabupaten Cirebon, diantara nya adalah SMPN 1 Sumber, MTS Al-hikmah 

Duku Puntang, SMPN 1 Waled, Smp Satu Atap Negeri Waled, SMPN 2 

Ciledug dan SMPN 1 Pasaleman. Target Pelaksanaannya 6 Sekolah dan 

terealisasi sebanyak 6 sekolah. 

 

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

 

Tabel 23: 

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

Kinerja 

Target Realisasi % 

3 BA 3 BA 100% 

Keuangan 

Target Realisasi % 

2.561.290.300 2.474.517.800 96,61% 

 

Pada tahun 2022 dalam pelaksanaan kegiatan ini ditunjang oleh 9 

(Sembilan) sub Kegiatan.  Kesembilan sub kegiatan tersebut merupakan 

pelaksanaan kegiatan yang bersifat preventif (pencegahan dan mitigasi) 

sub-sub kegiatan ini lebih mengutamakan pelaksanaan kinerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah pada aspek pra bencana (sebelum 

terjadi bencana) yaitu pencegahan dan kesiapsiagaan. Untuk pelayanan 



26 
 

yang bersifat insidentil atau ketika terjadi bencana BPBD Kabupaten 

Cirebon mengalokasikan anggaran pada sub kegiatan Pengendalian 

Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana Kabupaten/Kota. Kesembilan sub kegiatan dimaksud diantaranya 

adalah: 

 

Tabel 24: 

Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan  

Kesiapsiagaan terhadap bencana 

Sub Kegiatan 

Target 

Keuangan 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

Target 

Kinerja 
(%) 

Realisasi 

Kinerja 
(%) 

Pelatihan Pencegahan 
dan Mitigasi Bencana 
Kabupaten / Kota 

150.000.000 149.519.800 100 100 

Pengendalian Operasi 
dan Penyediaan Sarana 

Prasarana 
Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana 
Kabupaten/Kota 

1.065.108.600 1.058.902.600 100 99,42 

Penyediaan Peralatan 
Perlindungan dan 
Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana 

35.260.000 34.960.000 100 99,15 

Pengelolaan Risiko 

Bencana Kabupaten/ 
Kota 

12.504.000 11.704.000 100 93,60 

Penguatan Kapasitas 
Kawasan untuk 

Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 

749.983.500 743.358.500 100 99,12 

Penanganan 
Pascabencana 

Kabupaten/Kota 

61.774.400 33.517.100 100 54,26 

Pengembangan 

Kapasitas Tim Reaksi 
Cepat (TRC) Bencana 

Kabupaten/Kota 

59.910.000 55.035.000 100 91,86 

Penyusunan Rencana 
Kontinjensi 

299.475.000 293.900.000 100 98.14 

Gladi Kesiapsiagaan 
terhadap Bencana 

127.274.800 93.620.800 100 73,56 

 

Dari tabel di atas dapat diberikan garis besar mengenai capaian 

target realisasi sub-sub kegiatan pada kegiatan pelayanan pencegahan 

dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan rata-rata capaian diangka 

90%, maka dapat disimpulkan bahwa capaian target tersebut masuk ke 
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dalam kategori baik. Untuk penjabaran secara rinci akan coba kami 

jelaskan sebagai berikut: 

1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota. Sub 

kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pelatihan terhadap 

pegawai BPBD, dengan Jumlah target 50 orang dan terealisasi 

sebanyak 50 Orang. 

2. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana 

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan ini 

memiliki target kinerja 100% dan tercapai 99,42%, kegiatan ini 

merupakan biaya operasional yang dikeluarkan jika ada kejadian 

bencana, dan sebagian besar anggaran ini digunakan untuk 

mengcover pegawai tkk rescuer/ satgas penanggulangan bencana. 

3. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana. Sub kegiatan ini melakukan penyediaan apd untuk pegawai 

BPBD yang digunakan jika terjadi bencana, target capaiannya 100% 

dan terealisasi 99.15%. 

4. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota. Sub kegiatan ini 

melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka 

pemenuhan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) target sasaran 100% 

terealisasi 93,60. 

5. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan. 

Sub Kegiatan ini adalah dengan melaksanakan pembentukan desa 

tanggguh bencana (Destana), target kegiatan tersebut adalah 12 

desa, terealisasi 15 desa karena ada tambahan 3 desa dari hasil 

musrenbang kecamatan. Jadi sekalipun serapan anggarannya tidak 

mencapai 100% tetapi realisasi target sasarannya dapat dikatakan 

melebihi target. 

6. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini adalah 

dengan melaksanakan monev jika terjadi bencana untuk dianalisa 

kebutuhan mendesak dan menganalisa kerugian akibat bencana. 

Tolok ukur target kinerja ini adalah pada kejadian bencana tahun 

sebelumnya, maka jika jumlah kejadian bencana pada tahun 2022 

lebih sedikit dari tahun 2021 akan banyak anggaran yang tidak 

diserap dan dikembalikan ke kas daerah. Dengan demikian sekalipun 

serapan anggarannya hanya sebesar 54,26%, tapi tetap target 

capaian kinerjanya dapat dianggap tercapai 100%, di sebabkan 
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jumlah kejadian bencana yang terjadi ditahun 2022 lebih sedikit dari 

tahun 2021 sehingga anggaran tidak terserap secara maksimal. 

7. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 

Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini adalah mengkoordinasi Tim Reaksi 

Cepat yang mayoritas beranggotakan dinas-dinas teknis terkait 

dalam penanggulangan bencana, dan diwakili stakeholder-

stakeholder kebencanaan se kabupaten Cirebon. 

8. Penyusunan Rencana Kontinjensi. Sub kegiatan yang dilaksanakan 

adalah menyusun dokumen Rencana Kontijensi (Renkon), yang 

mana renkon ini dibuat satu dokumen untuk satu ancaman bencana. 

Pada tahun 2022 target penyusunannya adalah 3 dokumen dan 

terealisasi sebanyak 3 dokumen, Renkon Banjir, Renkon Cuaca 

Extreme dan Renkon tanah longsor. 

9. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana. Sub kegiatan ini memiliki 

target adalah 1000 orang, karena dalam pelaksanaannya masih 

dalam proses pemulihan pandemi Covid-19, maka atas himbauan 

Kepolisian untuk tidak berkerumun yang terlalu masiv pada akhirnya 

kegiatan ini digelar dengan berkolaborasi dengan pihak Kepolisian 

dengan tidak terlalu banyak melibatkan personil untuk mengikuti 

gladi. 

 

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 

 

Tabel 25: Kegiatan Penyelamatan dan evakuasi 

Kinerja 

Target Realisasi % 

1 BA 1 BA 100% 

Keuangan 

Target Realisasi % 

179.657.800 178.905.000 99,58% 

 

Kegiatan ini adalah melakukan Penyelamatan dan Evakuasi Korban 

Bencana pada masyarakat yang terdampak bencana jika terjadi kondisi 

darurat bencana, dan kebanyakan pembiayaan dari sub-sub kegiatan 

untuk kegiatan ini di anggarkan dari anggaran Biaya Tak Terduga (BTT), 

oleh sebab itu hanya 1 (Satu) sub kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD 
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Kabupaten Cirebon pada tahun 2022, dan sub kegiatan di maksud hanya 

bersifat pemberian bantuan secara stimulan, sub kegiatan dimaksud ialah: 

 

Tabel 26: Logistik Bencana 

Sub Kegiatan 

Target 

Keuangan 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Target 

Kinerja 

(%) 

Realisasi 

Kinerja 

(%) 

Penyediaan Logistik 

Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban Bencana 

Kabupaten/ Kota  

179.657.800   178.905.000   100  99,58 

 

Sub kegiatan ini dilaksanakan jika ada kejadian bencana yang 

terjadi, dan sifatnya hanya stimulan, untuk kebutuhan mendesak dan 

kebutuhan dasar pada kejadian bencana BPBD Kabupaten Cirebon 

mendapatkan bantuan logistik dari BNPB melalui BPBD Provinsi Jabar. 

Sedangkan penyediaan logistik yang bersumber dari APBD Kabupaten 

Cirebon hanya terbatas pada 3 jenis peralatan kebersihan yang diberikan 

kepada warga. Target sub ini 100%, dan hanya tercapai 99,58% 

dikarenakan honor Pejabat Pengadaan Barang/ jasa tidak diserap. Dan 

kegiatan ini secara target sasaran dapat dinyatakn berhasil dengan 

kategori baik. 

 

d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 

Tabel 27: Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 

Kinerja 

Target Realisasi % 

1 BA 1 Ba 100% 

Keuangan 

Target Realisasi % 

96.115.000 92.815.000 97% 

 

Kegiatan ini memiliki satu Sub kegiatan yang dilaksanakan pada 

tahun 2022, karena pada tahun 2022 Sub kegiatan penanganan pasca 

bencana kabupaten kota, belum dialihkan ke kegiatan ini, sub kegiatan 

penanganan pasca bencana kabupaten/ kota baru dialihkan sesuai dengan 

kepmendagri 050-5889 pada tahun 2021, sementara sub kegiatan 
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dimaksud sudah terencanakan sebelum kepmendagri 050-5889 rilis. Oleh 

karenanya sub kegiatan pada kegiatan  Penataan Sistem Dasar 

Penanggulangan Bencana hanya ada satu sub kegiatan, yaitu: 

 

Tabel 28: Penguatan lembaga Bencana Kabupaten/ Kota 

Sub Kegiatan 

Target 

Keuangan 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

Target 

Kinerja 
(%) 

Realisa

si 
Kinerja 

(%) 

Penguatan 

Kelembagaan Bencana 
Kabupaten/Kota 

96.115.000 92.815.000 97 97 

 

Sub Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dalam 

penanggulangan bencana, sekaligus melakukan pelatihan dalam 

penghitungan kajian kebutuhan pasca bencana.  Pelaksanaan sub kegiatan 

ini bersifat lintas sektoral dan mengajak lemabaga-lembaga lain memiliki 

komitmen bersama dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Cirebon. 

 

D. Analisa Efektivitas dan Efisiensi 
 

Berdasarkan standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam 

Negeri No.690.900.327 tahun 1996 tentang penilaian dan pencapaian 

kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak efektif dengan 

memenuhi kriteria sesuai dengan tabel di bawah ini 

 

Tabel 29: 

Rasio Efektivitas dan Kriteria Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja 

Rasio Efektivitas Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

90% - 100% Efektif 

80% - 90% Cukup Efektif 

60% - 80% Kurang Efektif 

<60% Tidak Efektif 

 

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi 

anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja: 

 

Rasio Efisiensi = Rasio Efisiensi =  
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Berdasarkan standar efisiensi menurut Keputusan Menteri Dalam 

Negeri No.690.900.327 tahun 1996 tentang penilaian dan pencapaian 

kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidaknya dengan memenuhi 

kriteria dapat dilihat pada table berikut: 

 

Tabel 30: 

Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja  

Rasio Efisiensi Kriteria 

>100% Tidak Efisien 

90% - 100% Kurang Efisien 

80% - 90% Cukup Efisien 

60% - 80% Efisien 

<60% Sangat Efisien 

 
 

Tabel 31: 

Capaian Laporan Realisasi BPBD Kabupaten Cirebon 2022 

No Program/ Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Rencana        
Tahun 2022      

(Rp) 

Realisasi        
Tahun 2022      

(Rp) 

Sisa Tahun 2022   
(Rp) 

Penyerapan         
% 

Belanja Daerah  Rp  9.231.615.400   Rp 7.833.493.815   Rp 1.398.121.585  84,86 

Belanja Operasi  Rp  8.927.163.500   Rp 7.529.128.415  Rp  1.398.035.085  84,34 

Belanja Modal  Rp     304.451.900   Rp    304.365.400   Rp             86.500  99,97 

01 
Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

 Rp  5.984.977.100   Rp 4.684.423.815  Rp  1.300.553.285  78,27 

A. 
Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah  

 Rp       31.813.100   Rp      31.813.100   Rp                      -  100,00 

1 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

 Rp       24.565.100   Rp      24.565.100  Rp                      -  100,00 

2 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah  Rp         7.248.000   Rp        7.248.000  Rp                      -  0,00 

B. Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah   Rp  3.844.264.800   Rp 3.589.026.465  Rp     255.238.335  93,36 

2 
Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

 Rp  3.827.982.400   Rp 3.572.744.065   Rp    255.238.335  93,33 

3 
Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

 Rp         8.474.000   Rp        8.474.000   Rp                      -  100 

4 

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulan/ Semesteran 
SKPD 

 Rp         7.808.400   Rp        7.808.400   Rp                      -  100 
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C. Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah  Rp       33.440.000   Rp      33.440.000   Rp                      -  100,00 

5 
Pengadaan Pakaian Dinas 
Beserta Atribut Kelengkapannya 

 Rp       33.440.000   Rp      33.440.000   Rp                      -  99,92 

D. Administrasi Umum 
Perangkat Daerah  Rp     502.669.900   Rp    484.476.300  Rp       18.193.600  96,38 

6 
Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/ Penerangan Bangunan 
Kantor 

 Rp       15.159.600   Rp      15.159.600   Rp                      -  100,00 

7 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

 Rp     115.033.000   Rp    115.033.000   Rp                      -  0 

8 
Penyediaan Peralatan Rumah 
Tangga 

 Rp         6.085.000   Rp        6.085.000   Rp                      -    

9 
Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

 Rp       14.216.600   Rp      14.215.700   Rp                  900  0 

10 
Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

 Rp       21.591.200   Rp      21.591.200   Rp                      -  100,00 

11 
Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan 

 Rp       22.500.000   Rp      22.500.000   Rp                      -  100,00 

12 Penyediaan Bahan/ Material  Rp       41.017.000   Rp      41.017.000   Rp                      -  100,00 

13 Fasilitas Kunjungan Tamu  Rp         6.900.000   Rp        6.551.000   Rp           349.000  94,94 

14 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

 Rp     247.857.500   Rp    232.913.800  Rp       14.943.700  93,97 

15 
Penatausahaan Arsip Dinamis 
pada SKPD 

 Rp       12.310.000   Rp        9.410.000  Rp         2.900.000  76,44 

E. 
Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

 Rp     190.639.200   Rp    189.702.700   Rp           936.500  99,51 

16 
Pengadaan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

 Rp     149.121.500   Rp    148.485.000   Rp           636.500  99,57 

17 Pengadaan Mebel  Rp       41.517.700   Rp      41.217.700   Rp           300.000  99,28 

F. Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah  Rp       60.806.800   Rp      25.127.550  Rp       35.679.250  41,32 

18 
Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

 Rp       39.729.600   Rp        4.050.350  Rp       35.679.250  10,19 

19 
Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

 Rp       21.077.200   Rp      21.077.200   Rp                      -  100,00 

G. 
Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

 Rp  1.321.343.300   Rp    330.837.700  Rp     990.505.600  25,04 

20 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

 Rp     138.517.300   Rp    129.876.800  Rp         8.640.500  93,76 

21 Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

 Rp       60.540.000   Rp      60.540.000   Rp                      -  100 

22 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

 Rp  1.122.286.000   Rp    140.420.900  Rp     981.865.100  12,51 
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01:0
2 

Program Penanggulangan 
Bencana  Rp  3.246.638.300   Rp 3.149.070.000  Rp       97.568.300  96,99 

H. Pelayanan Informasi Rawan 
Bencana Kabupaten/Kota  Rp     409.575.200   Rp    402.832.200  Rp         6.743.000  98,35 

23 
Penyusunan Kajian Rawan 
Bencana Kabupaten/ Kota  Rp     289.793.000   Rp    283.050.000  Rp         6.743.000    

24 

Sosialisasi, Komunikasi, 
Informasi dan Edukasi (KIE) 
Rawan Bencana Kabupaten/ 
Kota (Per Jenis Bencana) 

 Rp     119.782.200   Rp    119.782.200   Rp                      -  100,00 

I. 
Pelayanan Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan Terhadap 
Bencana 

 Rp  2.561.290.300   Rp 2.474.517.800  Rp       86.772.500  96,61 

25 
Pelatihan Pencegahan dan 
Mitigasi Bencana Kabupaten / 
Kota 

 Rp     150.000.000   Rp    149.519.800   Rp           480.200  100 

26 

Pengendalian Operasi dan 
Penyediaan Sarana Prasarana 
Kesiapsiagaan Terhadap 
Bencana Kabupaten/Kota 

 Rp  1.065.108.600   Rp 1.058.902.600  Rp         6.206.000  99,42 

27 

Penyediaan Peralatan 
Perlindungan dan 
Kesiapsiagaan Terhadap 
Bencana 

 Rp       35.260.000   Rp      34.960.000   Rp           300.000  99,15 

28 Pengelolaan Risiko Bencana 
Kabupaten/ Kota 

 Rp       12.504.000   Rp      11.704.000   Rp           800.000  93,60 

  
Penguatan Kapasitas Kawasan 
untuk Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 

 Rp     749.983.500   Rp    743.358.500  Rp         6.625.000  99,12 

29 
Penanganan Pascabencana 
Kabupaten/Kota 

 Rp       61.774.400   Rp      33.517.100  Rp       28.257.300  54,26 

30 
Pengembangan Kapasitas Tim 
Reaksi Cepat (TRC) Bencana 
Kabupaten/Kota 

 Rp       59.910.000   Rp      55.035.000  Rp         4.875.000  91,86 

31 
Penyusunan Rencana 
Kontinjensi 

 Rp     299.475.000   Rp    293.900.000  Rp         5.575.000  0 

32 
Gladi Kesiapsiagaan terhadap 
Bencana 

 Rp     127.274.800   Rp      93.620.800  Rp       33.654.000  73,56 

J. Pelayanan Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban Bencana  Rp     179.657.800   Rp    178.905.000   Rp           752.800  99,58 

33 

Penyediaan Logistik 
Penyelamatan dan Evakuasi 
Korban Bencana 
Kabupaten/Kota  

 Rp     179.657.800   Rp    178.905.000   Rp           752.800  99,58 

K. Penataan Sistem Dasar 
Penanggulangan Bencana  Rp       96.115.000   Rp      92.815.000  Rp         3.300.000  97 

34 
Penguatan Kelembagaan 
Bencana Kabupaten/Kota 

 Rp       96.115.000   Rp      92.815.000  Rp         3.300.000  97 

Jumlah  Rp  9.231.615.400   Rp 7.833.493.815  Rp  1.398.121.585  84,86 

 

Capaian Realisasi Anggaran Belanja Pada Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Cirebon selama periode tahun 2022 secara 

keseluruhan dan di bagi menjadi dua program dapat di lihat pada tabel 

berikut ini: 
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Tabel 32: Tabel serapan anggaran 

Program 
Target Realisasi 

% 
Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran 

Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

100% 5.984.977.100  4.684.423.815 78,27 

Program 

Penanggulangan 

Bencana 

100% 3.246.638.300  3.149.070.000 96,99 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

selama tahun 2022 anggaran belanja pada Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Cirebon melalui mekanisme Perhitungan 

Efektivitas Anggaran Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Cirebon di dapatkan hasil seperti pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 33: Perhitungan Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja 

Program Anggaran 
Realisasi 

(Rp) 
Persentase 
Realisasi 

Kriteria 

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

5.984.977.100 4.684.423.815 78,27 
Kurang 

Efektif 

Program 

Penanggulangan 

Bencana 

3.246.638.300 3.149.070.000 96,99 Efektif 

 

Dengan demikian realisasi anggaran belanja pada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon dapat dikatakan 

efektif. 

Sedangkan untuk Perhitungan Efisiensi Anggaran Belanja pada 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon dapat dilihat 

pada tabel berikut di bawah ini: 
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Tabel 34: Perhitungan Efisiensi Anggaran Belanja pada 

BPBD Kabupaten Cirebon 

Program Anggaran 
Realisasi 

(Rp) 
Persentase 
Realisasi 

Kriteria 

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

5.984.977.100 4.684.423.815 78,27 Efisien 

Program 

Penanggulangan 

Bencana 

3.246.638.300 3.149.070.000 96,99 
Kurang 

Efisien 

 

Berdasarkan data yang ada pada tabel diatas maka dapat 

disimpulkan secara keseluruhan tingkat efisiensi Anggaran Belanja Pada 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon berada pada 

kriteria efisien. 
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BAB IV 
PENUTUP 

 

Kesimpulan 
 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good governance dan 

sekaligus result oriented government. SAKIP merupakan sebuah system 

dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-base 

Management) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan 

kinerja. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang 

lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta 

sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, 

maka perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun. 

LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Cirebon Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi 

selama tahun anggaran 2022. Laporan tersebut merupakan implementasi 

dari Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. Pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai keberhasilan 

sasaran di tahun 2022 yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja 

berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan rencana, menunjukkan 

capaian rata-rata indikator kinerja sasaran baik. 

Dari hasil pengukuran kinerja nampak bahwa secara umum 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berhasil mencapai target 

kinerja sasaran dan kegiatan serta telah dapat memenuhi fungsi yang 

dibebankan pada organisasi dari 2 (Dua) sasaran yang telah ditetapkan 

dalam rencana strategis. Meskipun secara rata-rata capaian sasaran dan 

kegiatan sangat baik, namun belum seluruh target kinerja sasaran 

maupun kegiatan dapat dicapai seperti yang diharapkan. Hal ini tidak 

terlepas dari faktor-faktor lingkungan baik internal misalnya sosialisasi, 

mengukur, mencatat dan melaporkan kinerja yang terjamin integritas data 

dan ketepatan waktunya mesti terus ditingkatkan, maupun lingkungan 

eksternal misalnya kerjasama, sinergi dan kualitas komunikasi dengan 

aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta lembaga atau pihak-

pihak lainnya yang harus terus ditingkatkan, dengan demikian kinerja 
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